BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5934);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tehadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK
adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

7. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan sekretariat Daerah yang
bertanggung jawab kepada Bupati.

8. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

10.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

11.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang
dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau
pejabat lain atau pihak lainnya dengan tujuan untuk
memulihkan Kerugian Daerah.

12.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur
Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

13.Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota DPRD serta
pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



14.Pihak Lainnya adalah pihak di luar Pegawai Negeri bukan
Bendahara dan Pejabat Lain yang menimbulkan Kerugian
Daerah, termasuk peminjam pakai barang milik Daerah,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

16.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang
berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian
Daerah.

17.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat
pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal
cakap untuk bertindak dalam hukum.

18.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya
perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan
hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang
dari Pihak Yang Merugikan.

19.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang
menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum
kekayaan karena meninggalnya pewaris.

20.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Pejabat yang berwenang untuk
menyelesaikan Kerugian Daerah.

21.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat
TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian
Kerugian Daerah.

22.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang
selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan
pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

23.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD
adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak
dalam kapasitas sebagai BUD.

24.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya
disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan
kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah
menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian
Daerah dimaksud.

25.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat
yang dibuat oleh Bupati atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM
tidak mungkin diperoleh.

26.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang
selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang
ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum
tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
atau Pihak Lainnya.



27 .Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang
dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak
maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun
yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur
atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan
kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

28.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

29.Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

30.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

31.Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya
disebut PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang
Negara telah diurus optimal dan masih terdapat sisa utang.

32.Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya
disebut PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang
Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal
namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung
Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan
utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

33.Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN
adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas
mengurus Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

34 .Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut
DJKN adalah salah satu unit eselon satu di Kementerian
Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

35.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah DJKN adalah Instansi
Vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

36.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang
selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

37.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

38.Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk
menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan
uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah,
serta bertanggung jawab kepada Bupati.



39.Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang
harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang terbukti
menimbulkan kerugian Daerah.

40.Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang
proses tuntutan = perbendaharaan untuk  sementara
ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia
tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

41.Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan
gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.

42 Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan seluruh atau
sebagian kewajiban seseorang untuk membayar hutang
kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya,
tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting
tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti
tidak bersalah.

43.Penghapusan Barang adalah tindakan menghapus barang
milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik
atas barang yang berada dalam penguasaannya

44 Penghapusan Kerugian Daerah adalah menghapuskan tagihan
Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu
(tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan
apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu,
kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

45.Penghapusan Secara Bersyarat adalah menghapuskan Piutang
Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak
menghapuskan hak tagih daerah.

46.Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan
Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan
menghapuskan hak tagih daerah.

47 .Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat
yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan
pembebanan kerugian daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk
menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak
Lainnya.

(2) Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini untuk :
a. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para
pihak;
b. menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah maupun barang milik daerah;



c. menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai
akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun
kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
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kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;

informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
penyelesaian Kerugian Daerah;

penentuan nilai Kerugian Daerah;

penagihan dan penyetoran;

pembebasan atas Kerugian Daerah dan penghapusan uang,
surat berharga, dan/atau Barang;

penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
pelaporan penyelesaian Kerugian Daerah;
kedaluwarsa;

penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada
PUPN;

penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
ketentuan penutup.

BAB III
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

Bupati sebagai PPKD berwenang menyelesaikan Kerugian
Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural, Pihak
Lainnya, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karawang.

(2) Tugas dan wewenang PPKD adalah:

a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
membentuk dan menetapkan TPKD;

menyetujui dan menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
memberitahukan indikasi kerugian Daerah kepada BPK;
membentuk dan menetapkan Majelis;

menetapkan SKP2KS;

menetapkan SKP2K; dan

melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian
Kerugian Daerah.
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(3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku BUD kecuali tugas
dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
huruf g, dan huruf h.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai BUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila
Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 5

PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah.

TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
dan wewenang:

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian
Daerah;

c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya
yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
Kerugian Daerah; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang
membentuk.

TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
keputusan PPKD setiap tahun atau secara periodik sesuai
dengan kebutuhan.

TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat
pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD
sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu
pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 6

PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian
Kerugian Daerah.

Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD
yang dilaksanakan melalui sidang.



(3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a.

kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau
Pihak Lainnya;

pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas Penyelesaian
Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
penerimaan atau keberatan Pihak yang
merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
atas penerbitan SKP2KS.

Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

a.

g.
h.

memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian
Daerah;

meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang
memiliki keahlian tertentu;

memeriksa bukti yang disampaikan.

melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan
pemeriksaan ulang;

menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil
pemeriksaan ulang oleh TPKD;

memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat
berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;

melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan

melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam
penyelesaian Kerugian Daerah.

Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, mempunyai tugas dan wewenang;:

a.

b.

C.
d.

memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang
jaminan;

memutuskan penyerahan wupaya penagihan Kerugian
Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan
piutang negara/daerah;

memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam
penyelesaian Kerugian Daerah.

Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢, mempunyai tugas dan wewenang;:

a.
b.

memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;

memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat
diperolehnya SKTJM;

menolak seluruhnya, menerima seluruhnya,
menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang
Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

memeriksa bukti;



(10)

(1)

e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian
Daerah;

f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang
memiliki keahlian tertentu;

g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan
pemeriksaan ulang;

h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian
Kerugian Daerah;

i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat
berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;

j- memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk
penyelesaian Kerugian Daerah.

Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap
tahun dengan keputusan Bupati.

Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris
Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai
dengan keahliannya.

Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibentuk sekretariat Majelis.

Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB IV
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI
KERUGIAN DAERAH
Pasal 7

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
a. hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;

b. aparat pengawasan internal pemerintah;

c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,;

d. laporan tertulis yang bersangkutan;

e. informasi tertulis dari masyarakat secara
bertanggungjawab;

f. perhitungan ex officio; dan/atau
g. pelapor secara tertulis.

PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya
Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan wuntuk memastikan indikasi Kerugian Daerah
dengan melaksanakan:

a. verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang
melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di
Lingkungan Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Kepala
Perangkat Daerah;
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b. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan
dan Anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi
Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;

c. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala
Perangkat Daerah atau Kepala SKPKD, verifikasi atas
setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh
Sekretaris Daerah;

d. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan
Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian
Daerah dilaksanakan oleh Bupati;

e. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan
dan Anggota Lembaga Non Struktural, verifikasi atas setiap
informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala
Sekretariat Lembaga Non Struktural;

f. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pihak
Lainnya, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah
dilaksanakan oleh Kepala SKPKD atau Inspektur.

Pejabat yang berwenang melaksanakan verifikasi informasi
Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
menunjuk pegawai negeri sipil/Pejabat lain untuk melakukan
tugas verifikasi terhadap informasi Kerugian Daerah.

Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati paling lama
4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya
Kerugian Daerah.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
PPKD memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah diterimanya laporan.

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

Mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah meliputi :

a.
b.
C.

pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD;
penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM;

penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS;
dan

penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis.

Paragraf 1
Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD

Pasal 9
Berdasarkan laporan hasil verifikasi atas indikasi Kerugian

Daerah, PPKD memerintahkan kepada TPKD untuk
melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah.
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(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(1)

(2)

TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli yang berasal
dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki
kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

TPKD menyampaikan naskah hasil pemeriksaan Kerugian
Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja
setelah penugasan pemeriksaan berakhir.

Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh
Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap
naskah hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dengan dilampiri dokumen
pendukung.

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
surat naskah hasil pemeriksaan Kerugian Daerah
disampaikan.

TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima.

Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.

Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dalam hasil pemeriksaan.

Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang
ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas naskah hasil
pemeriksaan Kerugian Daerah.

TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan
memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) sampai dengan ayat (11).

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 10

Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa
pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau
barang milik daerah disebabkan oleh:

a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. dasar penugasan TPKD;
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(3)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian
Daerah;

c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah,
yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;

. jenis obyek Kerugian Daerah;
jumlah Kerugian Daerah;

-0 oa

rekomendasi hasil pemeriksaan; dan

g. kesimpulan.

Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan
bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit
memuat:

a. dasar penugasan TPKD;

b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
barang;

c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
barang;

rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
e. kesimpulan.

Pasal 11

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan
oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat
atas laporan hasil pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa
pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau
barang milik daerah disebabkan oleh:

a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.

Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. menolak laporan hasil pemeriksaan.

Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke
PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.

Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak
paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala
SKPKD;

Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Proses
Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

Paragraf 2
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM

Pasal 12

Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD
untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah
kepada Pihak Yang Merugikan.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau
meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), TPKD mengupayakan surat
pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan
bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.

Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam
bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya penugasan.

SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit
memuat:

a. identitas Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah.
pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka
tidak dapat ditarik kembali.

Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:

a. daftar barang yang menjadi jaminan;

b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan;
dan

c. surat kuasa menjual.

o a0 o

SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang
ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.

Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan
SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar
dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan
dan di bawah pengawasan PPKD.

Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh
Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah
berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dilakukan secara tunai atau angsuran.

14



(11) Ketentuan mengenai format SKTJM sebagaimana dimaksud

(7)

(9)

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan
melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah
paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM
ditandatangani.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat Kelalaian, Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal penggantian Kerugian Daerah yang melibatkan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pimpinan DPRD atau
Anggota DPRD dilakukan secara angsuran, Kepala SKPKD
mengupayakan penggantian Kerugian Daerah melalui
pemotongan gaji/tunjangan setiap bulan sampai dengan lunas
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memasuki masa pensiun, Kepala
SKPKD mengupayakan penggantian Kerugian Daerah melalui
pemotongan gaji/tunjangan setiap bulan sampai dengan
terhitung mulai tanggal pensiun, dan melakukan pemotongan
dana pensiun dari Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di
bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN
dan Pejabat Negara untuk pelunasan Kerugian Daerah.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian
mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan
kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD
selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1
(satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.

Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati
berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. keadaan kahar;

b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;
dan

c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari instansi terkait.

Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Proses
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan
Penerbitan SKTJM tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

)

(1)

(2)

(3)

Paragraf 3
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS

Pasal 14

Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan
kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:

a. identitas Pihak  Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;

jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
daftar harta kekayaan milik Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
yang dapat dijadikan jaminan.

PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada
Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh
Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS
ditandatangani.

o Qo o

Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal
Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh
Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD
dengan memuat keterangan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS
disampaikan.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis
sebagai pertimbangan dalam sidang.

Ketentuan mengenai format SKP2KS sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan
SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan
puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita
jaminan.

Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang
berwenang.
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(4)

(9)

(9)

(10)

(1)

(2)

Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh
Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan
SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya SKP2KS.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan
disertai bukti.

Pengajuan keberatan bisa berupa perpanjangan waktu
penggantian kerugian daerah paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak diterimanya SKP2KS.

Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD
selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati
berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
untuk mengganti Kerugian Daerah.

Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Proses
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan
Penerbitan SKP2KS tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Pasal 16

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis mengenai:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau
Pihak Lainnya;

b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/
Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian
Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau

C. penerimaan atau keberatan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
atas penerbitan SKP2KS.
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(1)

(4)

(6)

(7)

Pasal 17

Dalam hal Majelis menyetujui Laporan hasil pemeriksaan
Kerugian Daerah dari TPKD bahwa kekurangan uang, surat
berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, Majelis
memutuskan hasil sidang berupa pertimbangan :

a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan

b. penghapusan :

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya;
dan/atau

2. uangdan/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b, PPKD:

a. menetapkan keputusan pembebasan atas Kerugian

Daerah; dan

b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya;
dan/atau

2. uangdan/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dalam hal Majelis tidak menyetujui bahwa kekurangan uang,
surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya,
Majelis Melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan
pemeriksaan ulang.

Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menyampaikan
hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan ulang.

Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan ulang kepada Majelis.

Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan
uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, maka PPKD
menindaklanjuti putusan Majelis dengan menetapkan
keputusan pembebanan atas Kerugian Daerah melalui SKP2K.

Ketentuan mengebai format SKP2K sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

(3)

(2)

Pasal 18

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis
menetapkan putusan hasil sidang.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada:

a. BPK;

b. Majelis;

c. aparat pengawasan intern pemerintah; dan

d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris.

Dokumen SKP2K disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak ditetapkan.

Pasal 19

Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan
Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh
Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diterima
seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD
untuk melakukan:

a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan

b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya;
dan/atau

2. uangdan/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b, PPKD:

a. menetapkan Keputusan pembebasan atas Kerugian
Daerah; dan

b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya,;
dan/atau

2. uangdan/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan
Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh
Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima sebagian,
Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk
mengurangi jumlah pembebanan Kerugian Daerah, dan
selanjutnya PPKD menindaklanjuti putusan Majelis dengan
menetapkan keputusan pembebanan atas Kerugian Daerah
melalui SKP2K dengan jumlah pembebanan Kerugian Daerah
sesuai keputusan Majelis.
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(4)

(7)

(8)

(3)

(4)

Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan
Pihak Yang  Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS ditolak seluruhnya,
PPKD menindaklanjuti putusan Majelis dengan menetapkan
keputusan pembebanan atas Kerugian Daerah melalui SKP2K.

Berdasarkan pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), PPKD menerbitkan SKP2K
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis
menetapkan putusan hasil sidang.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan

kepada:

a. BPK;

b. Majelis;

c. aparat pengawasan intern pemerintah; dan

d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris.

Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Proses
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Melalui Majelis
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah Bagi Penyedia

Pasal 20

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pejabat
pembuat komitmen dalam upaya Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah harus mempersyaratkan Surat Keterangan
Bebas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dari Inpektorat.

Surat Keterangan Bebas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan pada saat
proses pemilihan penyedia, syarat tambahan dan syarat
khusus kontrak.

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bagi Penyedia
wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang
diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung
jawab atas:

a. pelaksanaan Kontrak;

b. kualitas barang/jasa;

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d. ketepatan waktu penyerahan; dan

e. ketepatan tempat penyerahan.

Dalam upaya Pencegahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
bagi Penyedia maka Pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran/pejabat pembuat komitmen saat berkontrak harus
mempersiapkan :

a. rekening Bank BJB;
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(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

nomor pokok wajib pajak.

jaminan sosial ketenagakerjaan;

jaminan pelaksanaan pekerjaan;

jaminan uang muka (Jika diperlukan); dan

Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Jaminan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah Jaminan
Pemeliharaan.

"o o0 o

Dalam upaya penggantian Kerugian Daerah dilaksanakan
pada saat masa berakhirnya Jaminan Pemeliharaan sebesar
5% (lima persen) dari nilai kontrak yang kemudian dialihkan
ke Jaminan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, batas waktu
Jaminan Ganti Kerugian Daerah berlaku sampai dengan
diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK setelah
pemeriksaan Laporan Keuangan tahun sebelumnya atau
maksimal sampai dengan tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

Jaminan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) yaitu Surat Kuasa Tagihan Ganti Rugi
(Pemblokiran Rekening Perusahaan) yang di tanda tangani oleh
Penyedia, Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,
pejabat pembuat komitmen dan Pihak Bank BJB Cabang
Karawang.

Pengajuan pembukaan blokir berdasarkan pemberitahuan dari
Inspektorat Kabupaten Karawang, Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa serta Assosiasi (terlampir nama perusahaan dan
kegiatan/paket yang dimaksud).

Bagi Penyedia yang memiliki kewajiban Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah melebihi dari 5% (lima persen) dari nilai
kontrak maka Asosiasi yang menaungi Penyedia tersebut wajib
membantu menyelesaikan penggantian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah.

Bagi Penyedia yang tidak ditemukan penggantian Kerugian
Daerah maka Jaminan Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) maka dicairkan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari
PA/KPA/PPK yang diberi kuasa oleh Penyedia.

Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Proses
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bagi Penyedia
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 21

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan
penentuan nilai atas berkurangnya:

a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau
Pihak Lainnya; dan/atau

b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau
Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(5)

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada:

a. nilai buku; atau
b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai
barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di
antara kedua nilai tersebut.

Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan
selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang
ditanggung pihak asuransi.

Pasal 22

Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengurangi nilai
perolehan dengan penyusutan yang telah dibebankan yang
muncul selama umur penggunaan barang milik daerah atau
aset tersebut.

Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf b untuk kendaraan dinas didasarkan pada nilai
rata-rata dari:

a. harga rata-rata penawaran atas barang yang sejenis
dengan tahun perolehan barang yang sama pada toko
online atau toko offline di Daerah Kabupaten,;

b. harga rata-rata penawaran atas barang yang sejenis
dengan tahun perolehan barang yang sama di Daerah
Kabupaten pada Portal Lelang Indonesia-DJKN; atau

c. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tahun perolehan barang yang sama pada toko online
atau toko offline dan Portal Lelang Indonesia-DJKN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak
ditemukan, tahun perolehan dapat diganti dengan tahun
perolehan yang paling mendekati dengan tahun perolehan
barang tersebut.

Dalam hal lokasi penawaran barang di Daerah Kabupaten pada
toko online atau toko offline dan Portal Lelang Indonesia-DJKN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak
ditemukan, lokasi penawaran barang dapat diganti dengan di
Kabupaten /Kota paling mendekati Daerah Kabupaten.

Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf b untuk barang selain kendaraan dinas
didasarkan pada nilai rata-rata dari harga rata-rata penawaran
atas barang yang sejenis dengan tahun perolehan barang yang
sama pada toko online atau toko offline di Daerah Kabupaten.

Dalam hal tahun perolehan barang yang sama pada toko online
atau toko offline sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
ditemukan, tahun perolehan dapat diganti dengan tahun
perolehan yang paling mendekati dengan tahun perolehan
barang tersebut.
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(7)

(9)

(10)

(4)

Dalam hal lokasi penawaran barang di Daerah Kabupaten-pada
toko online atau toko offline sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak ditemukan, lokasi penawaran barang dapat diganti
dengan di Kabupaten/Kota paling mendekati dengan Daerah
Kabupaten.

Penggunakan metode penentuan nilai wajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dapat
menggunakan metode lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki
kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu Barang Milik
Daerah.

Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), berasal dari instansi pemerintahan atau
nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 23

Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian
Kerugian Daerah kepada Pihak Yang
Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
SKTJM, SKP2K, atau SKP2KS yang dilakukan dengan surat
penagihan.

Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak SKTJM, SKP2K, atau SKP2KS ditetapkan.

Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:

a. identitas  Pihak Yang  Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan
jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;

c. tata cara pembayaran; dan

d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan
jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM
atau SKP2KS;
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(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan
jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;

d. tata cara pembayaran; dan
e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja
setelah surat penagihan diterbitkan.

Ketentuan mengenai format Surat Penagihan Atas Kerugian
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Surat Teguran Tertulis

Pasal 24

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu
pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM atau
SKP2KS atau SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala
SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat
peringatan pertama, dan peringatan kedua.

Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari
kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana
tercantum dalam SKTJM atau SKP2KS atau SKP2K.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya
sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), diberikan peringatan kedua.

Dalam hal Pihak Yang  Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya
sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk
selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K
Wanprestasi melalui sidang Majelis.

Ketentuan mengenai format SKP2K Wanprestasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah
kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah
berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian
Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi atau dengan
kategori macet, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K
Wanprestasi diterbitkan.
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(2)

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada
instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Penyetoran

Pasal 26

Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh
Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke
rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. bank;

b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau

c. bendahara penerimaan.

Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum
daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya

penyetoran ganti kerugian daerah dari Pihak Yang
Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

BAB VIII

PEMBEBASAN ATAS KERUGIAN DAERAH DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA UANG, SURAT BERHARGA

(1)

(2)

DAN/ATAU BARANG

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembebasan Atas Kerugian Daerah

Pasal 27

PPKD menetapkan keputusan pembebasan atas Kerugian
Daerah atas dasar :

a. putusan hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan
uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a;

b. putusan hasil sidang majelis diterima seluruhnya atas
keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.

Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari
Kerugian Daerah;
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(3)

(4)

b. jumlah kekurangan :

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya,;
dan/atau

2. uangdan/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya;
dan/atau

2. uangdan/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah diterbitkan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis
menetapkan putusan hasil sidang.

Surat keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah
disampaikan kepada:

a. BPK;

b. Majelis;

c. aparat pengawasan intern pemerintah;

d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian
Kerugian Daerah; dan

e. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai format Surat Keputusan Pembebasan
atas Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Tata Cara Penghapusan Uang, Surat
Berharga, dan/atau Barang

Pasal 28

Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dapat mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.
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(2)

(3)

(4)

(7)

(8)

Kewenangan Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah mengusulkan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), atas dasar:

a. putusan hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan
uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b;
atau

b. putusan hasil sidang majelis diterima seluruhnya atas
keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b;
atau

c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/
Ahli Waris yang telah melakukan pelunasan ganti Kerugian
Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan
jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM,
SKP2KS, atau SKP2K, dibuktikan dengan Surat
Keterangan Lunas.

Usulan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Kepala
SKPKD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku
Pengelola Barang Milik Daerah.

Usulan penghapusan berupa uang dan/atau Surat Berharga
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Usulan penghapusan uang dan/atau barang bukan milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada instansi
vertikal yang menangani uang dan/atau barang bukan milik
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Apabila permohonan penghapusan uang, surat berharga,
dan/atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) tidak disetujui, Bupati melalui Sekretaris
Daerah memberitahukan pada Kepala SKPKD disertai dengan
alasan.

Apabila permohonan penghapusan uang, surat berharga,
dan/atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) disetujui, Bupati memberikan persetujuan
penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik
daerah.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), Sekretaris Daerah menerbitkan keputusan
penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik
daerah.

Keputusan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau
barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
menjadi dasar Kepala SKPKD melakukan penghapusan barang
milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna, dan penghapusan uang dan/atau
Surat Berharga Milik Daerah dari Sistem dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
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(10)

(11)

(12)

Penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik
daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah.

Keputusan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau
barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
diterbitkan oleh Sekretaris Daerah paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah
dari Bupati.

Surat keputusan penghapusan uang, surat berharga,
dan/atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) disampaikan kepada:

a. Bupati;

b. BPK;

c. Majelis;

d. aparat pengawasan intern pemerintah;

e. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian
Kerugian Daerah; dan

f. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IX

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN KEUANGAN

(1)

(3)

Bagian Kesatu
Surat Keterangan Lunas

Pasal 29

Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran
terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke
rekening kas umum daerah.

Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada
Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh
Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti
Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu
tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:

a. identitas  Pihak Yang  Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan
jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM,
SKP2KS, atau SKP2K;

c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan
pelunasan ganti Kerugian Daerah;

d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang
jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang
diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita,
dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan
atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
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(4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar
pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan lunas kepada
Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh
Hak/Ahli Waris disertai dengan pengembalian bukti
kepemilikan barang jaminan.

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan
yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian
surat keterangan lunas kepada Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
disertai dengan surat permohonan kepada instansi yang
berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

(6) Surat Keterangan Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada:

a. BPK;

b. Majelis;

c. aparat pengawasan intern pemerintah;

d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti
Kerugian Daerah; dan

e. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta
kekayaan.

(7) Ketentuan mengenai format Surat Keterangan Lunas
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Tagihan Kerugian Daerah

Pasal 30

(1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat
dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke
kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan
pembayaran.

(3) BUD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah
tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak
terduga.

(5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak  Yang  Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

dokumen SKP2KS/SKP2K; dan

c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan
jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam
SKP2KS/SKP2K.
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(6) Ketentuan mengenai format Permohonan Pengurangan
Tagihan Atas Kelebihan Setoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 31

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian
Kerugian Daerah dilaksanakan oleh SKPKD dan SKPD sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB X
PELAPORAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 32

(1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah
kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar
Kerugian Daerah.

(3) Bupati  melaporkan  penyelesaian  Kerugian  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan
tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret
setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Ketentuan mengenai format Daftar Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK
paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah dinyatakan selesai.

BAB XI
KEDALUWARSA

Pasal 34

(1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi,
menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8
(delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak
dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak
informasi Kerugian Daerah diterima oleh PPKD atau Kepala
SKPKD, tidak dilakukan pemeriksaan Kerugian Daerah oleh
TPKD.
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(3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak
PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil
pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD, TPKD tidak
melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada
Pihak Yang Merugikan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris.

Pasal 35

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila
dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang
menetapkan pengampuan kepada Pihak yang Merugikan, atau
sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau
meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
tidak diberi tahu oleh PPKD atau Kepala Perangkat Daerah
mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH BERUPA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu
Kategori Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan Pengurusannya
kepada PUPN

Pasal 36

(1) Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:

a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling
banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per
Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang
Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak
mempunyai nilai ekonomis; atau

b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk
diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

(2) Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil
penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai
nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai
jual.

(4) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual
Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil
penjualannya.
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(1)

Pasal 37

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk
diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b adalah Piutang
Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang
adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:

a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber
yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa
subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap
penyelesaiannya;

b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan
jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas
dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;

c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di
lembaga peradilan; dan/atau

d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun
dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Dalam

Menyelesaikan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian

(1)

Daerah yang tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN

Pasal 38

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam menyelesaikan
Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang
tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN,
bertugas:

a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah Berupa Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah secara efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebelum melakukan penghapusan; dan

b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah Berupa
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat
diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melakukan proses

penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya

kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

berwenang:

a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah
Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat
diserahkan pengurusan kepada PUPN;

b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah Berupa
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah ditetapkan
PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
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c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah
Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan atau Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Lingkup Kegiatan Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan

(1)

(4)

(1)

Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN

Pasal 39

Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya
kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
meliputi:

a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan

b. Penghapusan Secara Mutlak,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara
Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada
PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.

Bagian Kempat
Penagihan

Pasal 40

Penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a harus
terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.

Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.

Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan.

Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan
mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah
Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
1. Kejaksaan;
2. Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja; dan/atau
3. Pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(2)

(3)

(1)

(2)

pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
crash program penyelesaian Piutang Daerah;
gugatan melalui lembaga peradilan;

penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
penjualan hak tagih/piutang; dan/atau

penyerahan aset untuk pembayaran utang (debt to asset
swap).

SRo™o a0 T

Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan
karakteristik daerah.

Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 42

Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1) huruf a  dilakukan  berdasarkan nota
kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan
efisiensi dan efektivitas.

Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit
memuat:

a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan
penagihan bersama;

pola kerja penagihan bersama;
c. pendanaan; dan
d. jangka waktu kegiatan.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti

(1)

(3)

Kerugian Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 43

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) hanya dapat diusulkan penghapusan setelah
diterbitkan surat PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab penuh
terhadap penerbitan PPDTO.

Format surat PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

Pasal 44

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43, dalam hal masih terdapat sisa

kewajiban, namun:

a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan

b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang
Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.

Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta reviu kepada
aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk
memastikan bahwa Piutang Berupa Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk
dilakukan penghapusan.

Bagian Keenam
Persyaratan PPDTO

Pasal 45

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan
jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan
juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada
barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak
mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf a, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a.
b.
c.

telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;

kualitas piutang telah macet;

usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan

tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun

kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus
dibayar; dan

Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau

lebih dokumen berupa:

1. kartu keluarga miskin;

2. putusan pailit;

3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala
desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang
berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak
diketahui tempat tinggalnya;

4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat
miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa
bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program
keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau

5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan
instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk
surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang
menyimpulkan  bahwa  Penanggung Utang  tidak
mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau
tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
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Pasal 46

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang
tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada
PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b
dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta
rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO
setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;

c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak
terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari
10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;

d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau
lebih dokumen berupa:

1. kartu keluarga miskin;

2. putusan pailit;

3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala
desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang
berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak
diketahui tempat tinggalnya;

4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat
miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa
bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program
keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau

5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan
instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk
surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang
menyimpulkan  bahwa  Penanggung Utang tidak
mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau
tidak diketahuitempat tinggalnya.

Pasal 47

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang
tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dengan
jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan jumlah Rpl.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat
PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;

c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan
tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun
kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus
dibayar;
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d.

Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau
lebih dokumen berupa:

1. kartu keluarga miskin;

2. putusan pailit;

3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala
desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang
berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak
diketahui tempat tinggalnya;

4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat
miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa
bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program
keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau

S. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan
instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk
surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang
menyimpulkan  bahwa  Penanggung Utang  tidak
mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau
tidak diketahuitempat tinggalnya.

Pasal 48

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang
tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada
PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b
dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat
diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a.
b.

C.

telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan,;
kualitas piutang telah macet;

usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan

tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun

kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus
dibayar;

Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau

lebih dokumen berupa:

1. kartu keluarga miskin;

2. putusan pailit;

3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala
desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang
berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak
diketahui tempat tinggalnya;

4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat
miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa
bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program
keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
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€.

5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan
instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk
surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang
menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak
mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau
tidak diketahuitempat tinggalnya.

telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan

pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1)

huruf a sesuai wilayah kerjanya.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian Dan Penetapan

Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada

(2)

PUPN

Paragraf 1
Ruang Lingkup dan Kewenangan Penetapan Penghapusan

Pasal 49

Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya
kepada PUPN meliputi Penghapusan Secara Bersyarat atau
Mutlak.

Kewenangan menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau
Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya
kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan RpS5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah); dan

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Paragraf 2
Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Secara
Bersyarat atau Mutlak

Pasal 50

Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara
Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN untuk jumlah:

a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
kepada Bupati; dan

b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada
Bupati dengan persetujuan DPRD.

Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara
bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan nilai Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah per Penanggung Utang.

38



Pasal 51

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Berupa
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 50 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri
dokumen persyaratan paling sedikit:

a.
b.
C.

(2)

(4)

daftar nominatif Penanggung Utang;
PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari BPK.

Pasal 52

Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua)
tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling
sedikit:

a. daftar nominatif Penanggung Utang;

b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas
piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
dan

c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang
menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak
mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya
atau diketahui tempat tinggalnya.

Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit
atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh
pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap
tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa
kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun
sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 53

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 huruf a dan Pasal 52 ayat (2) huruf a memuat

informasi paling sedikit:

a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan
alamat;

b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang
akan dihapuskan;

c. tanggal terjadinya piutang;
tanggal piutang jatuh tempo/ dinyatakan macet;

e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah; dan
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(2)

(2)

(3)

(2)

(3)

f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan
Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang
jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.

Ketentuan mengenai format Daftar nominatif Penanggung
Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara
Bersyarat atau Secara Mutlak tercantum dalam Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 3
Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan Secara
Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 54

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak
Piutang Daerah Atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melakukan
penelitian dokumen persyaratan.

Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen
persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan
kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah Atas
Kerugian daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.

Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen
persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan
kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum
dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada
Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 55

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah
terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Penghapusan Secara
Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati
dengan persetujuan DPRD, sesuai kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan
persetujuan DPRD, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat
atau Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah.

Ketentuan mengenai Format Surat Penetapan Penghapusan
Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN tercantum dalam Lampiran XVII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG BERUPA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH YANG DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu
Penetapan PSBDT

Pasal 56

(1) Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak hanya dapat
dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal,
dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh KPKNL sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengurusan Piutang Negara.

(2) Ketentuan mengenai format surat penetapan penghapusan
PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dokumen Yang dilampirkan Dalam Penyerahan Pengurusan
Piutang Daerah Berupa Tuntutan Kerugian Daerah
Kepada KPKNL

Pasal 57

Dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan
Piutang Daerah Berupa Tuntutan Kerugian Daerah kepada KPKNL
untuk mendapatkan PSBDT oleh KPKNL disesuaikan dengan
persayaratan dari KPKNL sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

Bagian Ketiga
Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau
Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

Pasal 58

(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan
Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang
Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk
jumlah:

a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
kepada Bupati; dan

b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada
Bupati dengan persetujuan DPRD.

(2) Batasan nilai Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang
Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per
Penanggung Utang.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(2)

Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor
Wilayah DJKN.

Pertimbangan penghapusan terhadap pengurusan Piutang
Daerah yang tidak dilakukan di Kantor Wilayah DJKN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Kantor
Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja setelah berkoordinasi
dengan Kantor Wilayah DJKN tempat pengurusan Piutang
Daerah dilakukan.

Pasal 59

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Berupa

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada

Bupati atau Bupati dengan persetujuan DPRD dilampiri

dokumen paling sedikit:

a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan

b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Berupa
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dari Kepala Kantor
Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja.

Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala
Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja.

Pasal 60

Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua)
tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat
dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Bupati
dengan persetujuan DPRD dengan dilampiri dokumen paling
sedikit:

a. daftar nominatif Penanggung Utang;

b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas
piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
dan

c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas
Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai
wilayah kerja.

Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
DJKN sesuai wilayah kerja.

Bagian keempat
Permintaan Pertimbangan

Pasal 61

Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b,
diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah
kerja dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
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(2)

(3)

(1)

a. daftar nominatif Penanggung Utang;
surat PSBDT dari KPKNL; dan

c. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari
BPK.

Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c,
diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan
dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa
Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:

a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan

b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas
piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit
atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penyerah
piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak
mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan @ sisa
kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat
waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan
Secara Bersyarat.

Pasal 62

Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah
kerja dengan melakukan penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai
wilayah kerja dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran
kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan
usulan; dan/ atau

b. pihak lain yang terkait.
Pasal 63

Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan
persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan
kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat
atau Mutlak atas Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah dapat diberikan.

Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan
persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan
kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat
atau Mutlak atas Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah tidak dapat diberikan.
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(3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:

a. pertimbangan penghapusan dapat diberikan, Kepala
Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja menyampaikan
pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak
atas Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

mengajukan permintaan pertimbangan; atau

b. pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan, Kepala
Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja menyampaikan
penolakan pemberian pertimbangan Penghapusan Secara
Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah Berupa
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang mengajukan permintaan

pertimbangan.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 64

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah

Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ditetapkan oleh:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah); dan

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 65

(1) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan
persetujuan DPRD, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat
atau Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang mengajukan wusulan kepada Kepala Kantor

Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja.

(2) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah
kerja kepada Kepala KPKNL dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak diterima Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai

wilayah kerja.

Bagian Keenam
Daftar Nominatif

Pasal 66

(1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 60 ayat (1) huruf a, Pasal
61 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a memuat informasi

paling sedikit:

a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan

alamat;

b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan

dihapuskan;
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(2)

(3)

(1)

c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh
tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan
pengurusan piutang kepada KPKNL;

tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh KPKNL; dan

e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan
Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang
jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.

Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Daerah.

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan
Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai
dengan format tercantum dalam Lampiran XIX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak
untuk Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah

Pasal 67

Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah
Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 digunakan oleh Kantor
Wilayah DJPK sesuai wilayah kerja sebagai dasar untuk
menetapkan Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak.

Penetapan Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Penanggung Utang; dan

b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal piutang
yang dihapus secara mutlak merupakan Piutang Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.

b.

Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2020 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Tuntutan ganti kerugian yang sedang berjalan sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses
penyelesaiannya; dan

Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian,
penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
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Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetepkan di Karawang
pada tangeal 29 Aqustus 2024

Diundangkan di Karawang
padatanggal o9 jgustus 2024
Pj. SEKREFARIS DAERAH KABUPATEN

RITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR 35 -
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LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH OLEH TPKD

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Pihak Yang
No. Kegiatan Porqughut Bupati Merugikan/ Keterangan
BPK | Inspektur Pengampu/ Yang Kelengkapan Waktu Output
Daerah/ Unit (PPKD) Mom: loh
- Hak/ Abli Waris

1 |Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja Informasi Kerugian 1 Hari |Informasi Kerugian
menerima informasi kerugian daerah. Daerah beserta data Daerah beserta data
Informasi terjadinyva kerugian Daerah ( Ml ) atau bahan yang atau bahan yang
bersumber dari : berkaitan dengan berkaitan dengan
a.Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh kasus tersebut kasus tersebut
latasan langsung.
b.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP).
c.Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK);
d.Laporan tertulis yang bersangkutan;
e.Informasi tertulis dari masyarakat secara
bertanggungjawab.
f.Perhitungan ex-officio, atau
g Pelapor secara tertulis.

2 |Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja Informasi Kerugian 4 Hari |Hasil Verifikasi a.Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah vang
melakukan verifikasi terhadap informasi Daerah beserta data Informasi Kerugian |melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan
Kerugian daerah. Kepala Perangkat Verifikas/ atau bahan yang Daerah Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
Daerah/Kepala Unit Kerja dapat menunjuk berkaitan dengan b.Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan
PNS/Pejabat lain untuk melakukan tugas kasus tersebut dan Anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian
verifikasi terhadap informasi Kerugian Daerah. Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD,

c.Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala
Perangkat Daerah atau Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap
informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris
Daerah,

d.Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris
Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan
oleh Bupati.

e.Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan
dan Anggota Lembaga Non Struktural, verifikasi atas setiap
informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala
Sekretariat Lembaga Non Struktural.

f. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pihak
Lainnya, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah
dilaksanakan oleh Kepala SKPKD atau Inspektur

3 |a. Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja Pelaporan Hasil 4 Hari |Pelaporan Hasil

Melaporkan Pelaporan Hasil verifikasi atas
indikasi Kerugian Daerah kepada Kepala
SKPKD untuk Kerugian Daerah yang
melibatkan Selain Kepala SKPKD. Untuk
indikasi Kerugian Daerah vang melibatkan
Kepala SKPKD, maka Sekretaris Daerah
melaporkan kepada Bupati.

b. Berdasarkan laporan tersebut, Bupati
melaporkan kepada BPK

- .

Verifikasi Informasi
Kerugian Daerah

dan 3 |Verifikasi Informasi
Hari  [Kerugian Daerah




Pelaksana Mutu Baku
Ke Pihak Yang
Kegiatan i Kepala Merugikan/ Keterangan
Perangkat | ooo.p, | Sekretaris | Bupati | g | ooy, | Selretarlat | ypry | Pengampu/ Yang|  Kelengkapan Waktu Output
Daerah/ Unit Daerah (PPED) TPKD i
Kerja i mmfmm::u
Berdasarkan laporan hasil verifikasi Kerugian Perintah PPKD dan 7 Hari |Naskah Hail TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk
Daerah, PPKD memerintahkan kepada TPKD Bahan Pemeriksaan Pemeriksaan menghitung nilai Kerugian Daerah, vang berasal dari instansi
untuk melakukan pemeriksaan Kerugian | RN | D___m Kerugian Daerah Kerugian Daerah pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi
Daerah, Sekretariat TPKD) berada di | S— sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Inspektorat.
TPKD menyampaikan naskah pemeriksaan Ai_ _j Naskah Hasil 2 Hari |Tanggapan Naskah
Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Kerugian Daerah Kerugian Daerah
Hak/Ahli Waris
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Tanggapan Naskah 14 Hari [Jawaban Tanggapan |Dalam hal tanggapan tidak diterima oleh TPKD sampai dengan
Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan i Hasil Pemeriksaan dari TPKD batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan
tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah atas naskah hasil pemeriksaan
pe
Kerugian Daerah dengan dilampiri dokumen dilampiri dokumen
pendukung pendukung
TPKD memberikan jawaban atas tanggapan. Jawaban Tanggapan 2 Hari |Bahan Laporan Hasil
Dalam hal tanggapan : D dari TPKD Pemeriksaan
a.Disetujui, maka TPKD memperbaiki Naskah
hasil pemeriksaan;
b.Ditolak, maka TPKD melampirkan
tanggapan Pihak Yang
Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan
TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan Bahan Laporan Hasil | 3 Hari |Laporan Hasil Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa
dengan memperhatikan tanggapan dan i I’ Pemeriksaan Pemeriksaan pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau
menyampaikannya kepada PPKD BMD disebabkan oleh:
a.perbuatan melanggar hukum atau lalai; atan
b.bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang Laporan Hasil 3 Hari |Laporan Hasil
disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala YR Pemeriksaan Pemeriksaan
SKPKD memberikan pendapat atas laporan
hasil pemeriksaan. Pendapat meliputi: '; |
a.menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b.menolak laporan hasil pemeriksaan
Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan
hasil pemeriksaan, Kepala SKPKD
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke
PPKD tidak

Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak
laporan hasil pemeriksaan, dilakukan
pemeriksaan ulang oleh TPKD terhadap materi
vang ditolak




Pelaksana Mutu Baku
. e ' = | Pihak Yang :
No. Kegiatan e Kepala : : : Merugikan/ . Keterangan
Perangkat SKPKD Sekretaris | Bupati BPK | I 1 Sekretariat TPKD | P gu/ Yasg ] Wal ¢
Daerah/ Unit Daerah {PPKD) P TPKD RN Kalongkapan Oytpn
Ke (PPKD) ! Memperoleh
e Hak/Ahli Warls
10 |Laporan hasil pemeriksaan ulang disampaikan Laporan Hasil 3 Hari |Laporan Hasil a. Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui LHP bahwa
kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD Pemeriksaan Pemeriksaan Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik
. daerah disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
kelalaian, maka PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan
Siiiaer TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian
i Daerah kepada Pihak Yang Merugikan dalam bentuk SKTJM;
Selesal b. Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui LHP bahwa

Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik
daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
kelalaian, maka PPKD memohon pertimbangan kepada Majelis
vang dilaksanakan melalui sidang




LAMPIRAN 1II :

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYESUAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama ettt eeae ettt ettt eeae et et e e a et iae i eaaeanaeans 1)
NIP L ettt ettt eee et eeeteeeeaeteateteeteteteteeeaa et et et eaeeanearaaaaans
Pangkat D ettt ettt et en et e a ettt ettt e e e enen
Jabatan et ettt ettt eee et eea et e ee et e e iare et
Alamat L ettt ettt ee et eeeeeeeeteeeeteteeeteetettetetteeateat et et eiteeanearaaaaans

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang
saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp

.................. 2 (.....eve......dengan huruf...............) yakni kerugian/kekurangan yang
disebabkan ........c.cooceiiiiiiii )

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan
jumlah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Karawang
dalam jangka waktu ...........c.cooenl. D (e, dengan huruf............. ) bulan sejak
saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan ................... 5

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta
bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

= USSP 6);

o TP ;

G ettt ;

Apabila dalam jangka waktu ................... B (cereennnen dengan huruf.............. )

setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh
jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karawang dapat menjual
atau melelang barang jaminan tersebut.

Ditetapkan di....... 7)
Pada tanggal :..............
Menyetujui, Yang membuat peryataan,
Kepala SKPD .......... 8)
Meterai secukupnya
(cerennen Nama....... ) (conennen Nama....... )
(conenen NIP....... ) (corenen NIP....... )
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Petunjuk Pengisian:

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

Diisi dengan identitas lengkap Pihak yang Merugikan yang menandatangani
SKTJM.

Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.

Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya
kerugian daerah.

Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.

Diisi dengan tata cara pengembalian pakai tunai atau angsuran, apabila
angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.

Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian
daerah.

Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama Pihak
yang Merugikan.

Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di
lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.




LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DENGAN PENERBITAN SKTJM

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala SKPKD TPKD bersama nmm'mw [Yang ¢ BJB/ Kasda atau Mm
i Bupatl {PPKD) | dengan Bekretariat AL Bendahara Kelengkapan Waktu Output
e TPKD Memper cloh Hak/ Penerimaan TGR
‘Waris
1 |Laporan hasil pemeriksaan atan Laporan hasil - Laporan Hasil 3 Hari |Laporan Hasil
pemeriksaan ulang disampaikan kepada PPKD atau | . @ Pemeriksaan Pemeriksaan
Kepala SKPKD [}
2 |PPKD atau Kepala SKPKD menugaskan TPKD untuk SKTJM 3 Hari |SKTJM yang sudah
melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah _-.'IJI I .I l di tandatangani dan
kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Jaminan
Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam bentuk SKTJM
(Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) disertai
Jaminan
3 |Atas Dasar SKTJM vang telah terbit, Pihak Yang SKTJM dan Surat | 7 Hari |Tanda Terima Penyetoran ganti Kerugian Daerah bisa dilakukan melalui
Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Setor,| Tanda Setoran Setoran TGR a.bank;
Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah secara ’l} | b.embaga keuangan bukan bank atau kantor pos, atau
tunai atau angsuran, c.bendahara penerimaan,
Bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum
Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat : daerah paling lama 1 (satu) harl kerja sejak diterimanya
a. Perbuatan melanggar hukum, Pibak Yang penyetoran gant kerugian daerah dari Pihak Yang
Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 Dalam hal penggantian Kerugian Daerah yang melibatkan
hari kalender sejak SKTJM ditandatangani, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pimpinan DPRD atau
b. Kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Anggota DPRD dilakukan secara angsuran, Kepala SKPKD
Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian mengupayakan penggantian Kerugian Daerah melahui
Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak pemotongan gaji/ tunjangan setiap bulan sampai dengan nas
SKTJM ditandatangani paling lama 24 {(dua puluh empat) bulan.
Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara memasuki masa
pensiun, Kepala SKPKD mengupayakan penggantian Kerugian
Daecrah melalui pemotongan gaji/ tunjangan setiap bulan
sampai dengan terhitung mulai tanggal pensiun, dan
melakukan pemotongan dana pensiun dari Badan Usaha Milik
Negara vang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua
dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negarauntuk
pelunasan Kerugian Daerah
4 |Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Usulan Surat Keputusan 5 Hari |Tanda Terima Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan meliputi:
Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Dl:\en:? alg‘bat perpanjangan waktu ‘l:fakrpanj::ngan Setoran TGR il. 2:;;13“ kahar; —_— -
kelalaian mengajukan perpanjangan waktu kepada tu Surat b, Sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang
Bupati melalui Kepala SKPKD, Bupati sesuai dengan [:_J Tanda Setoran dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
kewenangan dapat menetapkan jangka waktu dan c. Kondisi ekonfnlni tidak mampu yang dibuktikan dengan surat
ditetapkan dengan keputusan Bupati keterangan dari instansi terkait
T L B e
Usulan perpanjangan waktu Setor
perpanjangan




Pelaksana Mutu Baku
¥o. Kegiatan Keopala SKFERD TPKD bersama “"f;::‘n;"’,;’““m /| BJB/ Kasda atan
? Bupati (PPKD) | dengan Sekretariat ‘Bendahara Kelengkapan Waktu Output
(PPKD) TPKD Memperoleh Hak/Ahli [ TGR
Waris
5 |Apabila Kerugian Daerah sudah Lunas maka Laporan 7 Hari |BA Rekonsiliasi
Bendahara Penerimaan TGR melaporkan kepada PPKD | Ik} Rekapitulasi Setoran Lunas TGR
atau Kepala SKPKD bahwa Kerugian Daerah telah ] setoran TGR
Lunas -
6 |Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Setoran BA Rekonsiliasi 7 Hari |Surat Keterangan

Lunas TGR dengan BJB, PPKD atau Kepala SKPKD
menerbitkan surat keterangan lunas Kerugian Daerah
kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan
penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan
jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM

".,‘ Selesai }

Setoran Lunas
TGR

Lunas Kerugian
Daerah




LAMPIRAN IV :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SKP2KS

KEPUTUSAN PPKD (BUPATI ATAU KEPALA SKPKD)

NOMOR ......cccociviiiiinininn. 1)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

SAUDARA/T ..o 2)

: Membebani Saudara/i ........c.cccoveniinnie. 2) sebesar Rp .............

=] U dengan huruf............ ) atas kerugian daerah yang

: Mewajibkan Saudara/i ......c.ccceevenenenen.n. 2) sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang
dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
ditetapkan keputusan ini.

: Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut

daftar harta kekayaan milik Saudara/i ............ 2):
- DO 5)
| o FOPTTRRRR

: Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU wuntuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan
Bupati atau Kepala SKPKD ini.

: Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja

tersebut Saudara/i sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian
daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian. ©

: Keputusan Bupati atau Kepala SKPKD ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di ...... 7
Pada tanggal ..............

BUPATI KARAWANG/
KEPALA SKPKD

..........................

..........................

Petunjuk Pengisian:

1)
2)

3)
4)
S)

6)

7)
8)

Diisi dengan nomor keputusan.

Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai
Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain atau Pihak
Lainnya.

Diisi dengan jumlah kerugian daerah.

Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya
kerugian daerah.

Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan
jaminan pengembalian kerugian daerah.

Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum
KETIGA kepada kantor pelayanan kekayaan negara
dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan dalam hal dianggap
perlu.

Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan

Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan
fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang
bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.




LAMPIRAN V :

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DENGAN PENERBITAN SKP2KS

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala | oo o | TPED bersama B e g | BB/ Kasda atau Keterangan
| BKPKD {PPKD) dengan Sekretariat| leh Halk/ Ahli Bendahara Kelengkapan Waktu Output
(PPKD) TPKD Warls Penerimaan TGR

1 |Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera | ' Laporan Tidak 7 Hari  |Laporan Tidak

menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD E—L diperolehnya SKTJM diperolehnya SKTUM
-

2 [|PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS (Surat Laporan Tidak 3 Hari |SKP2KS
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian _-.'I | diperolehnya SKTJM
Sementara) dan menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang i
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

3 |Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Ya SKP2KS dan Surat 14 Hari |Tanda Terima Setoran [Penyetoran ganti Kerugian Daerah bisa dilakukan melalui
Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan Tanda Setoran TGR a.bank;
SKP2KS, Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang b.lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetujui SKP2KS, Apabila % I c.bendahara penerimaan,
menerima akan dilanjutkan dengan penerbitan SKP2K oleh Bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umuin
PPKD atau Bupati dan sudah bisa memulai daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya
Pembayaran/Penyetoran Kerugian Daerah ke RKUD penyetoran ganti kerugian daerah dari Pihak Yang
{Rekening Kas Umum Daerah), Apabila dalam waktu 14 Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
{(empat belas) hari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Untuk Untuk Pembayaran Kerugian Daerah berdasarkan
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengirimkan tanggapan SKP2KS dilaksanakan secara tunai dengan batas waktu 90
dengan penerbitan SKP2KS maka dianggap setuju dan (sembilan puluh) hari
diterbitkan SKP2K oleh PPKD atau Bupati SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita

jaminan

4 |Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang SKP2KS dan Surat 5 Hari |SKP2KS dan Surat Untuk pengajuan perpanjangan waktu pembayaran bisa
Memperoleh Hak/Ahli Waris keberatan dengan penerbitan | ] Permohonan Permohonan diajukan ke PPKD dengan batas waktu maksimal 24 (dua puluh
SKP2KS dan mengajukan perpanjangan waktu pembayaran — Perpanjangan Waktu Perpanjangan Waktu |empat) bulan
bisa diusulkan ke PPKD | !‘ Pembayaran Pembayaran

5 |PPKD atau Bupati menerbitkan SKP2KS vang baru sebagai SKP2KS dan Surat 14 Hari |SKP2KS yang baru Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang
dasar pembebanan kerugian daerah dan sebagai dasar r—1 Permohonan Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk
pembayaran TGR bagi Pihak Yang 1 I | | Perpanjangan Waktu menggantl Kerugian Daerah
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Pembayaran

6 |Apabila Kerugian Daerah sudah Lunas maka Bendahara Laporan Rekapitulasi 7 Hari |BA Rekonsiliasi
Penerimaan TGR melaporkan kepada PPKD atau Kepala | ! setoran TGR Setoran Lunas TGR
SKPKD bahwa Kerugian Daerah telah Lunas 53‘




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala | o 4 TPKD bersama | P‘!_!an‘ KIY gikan/ | o 15/ Kasda atau : Keterangan
~ BKPKD dengan Sekretariat m?m:;‘l Bendahara Kelengkapan Waktu Output i
(PPKD) {ret TPKD P Warls Penerimaan TGR
7 |Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Setoran Lunas BA Rekonsiliasi 7 Hari  |Surat Keterangan
TGR dengan BJB, PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan fﬁ) Setoran Lunas TGR Lunas Kerugian
surat keterangan lunas Kerugian Daerah kepada Pihak Yang o et Daerah

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah

sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam
SKP2KS




LAMPIRAN VI :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SKP2K

KEPUTUSAN BUPATI

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

SAUDARA/T ..o, 2)

MEMUTUSKAN :

: Membebani Saudara/i ........ccocevuvenennanen. 2) atas kerugian daerah

yang  disebabkan ... 3  sebesar Rp
....................... Y (cceceenenenedengan huruf...........00).

: Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut

daftar harta kekayaan milik Saudara/i......... 2):

b.

: Mewajibkan kepada Saudara/i ......... 2} untuk mengganti

kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Karawang

melalui.................. 6 paling lambat ........ D (eveennnen dengan
huruf....... ) hari sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
: Apabila Saudara/i .......... 2), tidak mengganti kerugian sejumlah

dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada

Diktum KETIGA, maka hak penagihan akan diserahkan kepada
8)

..............

51



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

.............................

. .

.............................

.............................

.............................

Petunjuk Pengisian:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

Diisi dengan nomor keputusan.

Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya.
Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya
kerugian daerah.

Diisi dengan jumlah kerugian daerah.

Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat
dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.

Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga
keuangan bukan bank yang ditunjuk).

Diisi dengan batas waktu pembayaran.

Diisi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah
kewenangan kementerian keuangan di daerah.

Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.

10) Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah

kewenangan kementerian keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi
SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang
bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.




LAMPIRAN VII :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH MELALUI MAJELIS

a. Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis mengenai Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan ggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya
Pelaksana Mutu Baku
Majoits bersemsa | TPID borsama | TIDSR Yang BN/ Noaty
No. Kegiatan m: Bupati dengan dengan Mo | s
Pengampu/Yang Bendahara Kelengkapan Waktu Output
(PPKD) Sekretariat Sekretariat
(PPKD) Majelis TPKD Memperoleh Penerimaan
Hak/Ahli Waris TGR
1 |Dalam hal terdapat Laporan hasil pemeriksaan Kerugian r‘l @ Laporan Hasil 3 Hari  |Laporan Hasil
| Daerah dari TPKD bahwa Kekurangan uang, surat E—| e Pemeriksaan Pemeriksaan
berharga, dan/atau barang bukan disebabkan el
perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai
| Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak
Lainnya, TPKD melaporkan kepada PPKD atau Kepala
SKPKD
2 |PPKD atau Kepala SKPKD meminta pertimbangan Laporan Hasil 3 Hari  [Laporan Hasil
| Majelis, dan Majelis melakukan pemeriksaan ulang | m Pemeriksaan dan Pemeriksaan dan
'T' Dokumen Dokumen
Pendukung/Bukti-bukti Pendukung/Bukti-bukti
3 |Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan Laporan Hasil 3 Hari |Pertimbangan Majelis
uang, surat berharga, dan/atau barang bukan Pemeriksaan dan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Dokumen
Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau I rl Pendukung/Bukti-bukti
Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, Majelis menetapkan
putusan hasil sidang. berupa pertimbangan :
a.pembebasan penggantian Kerugian Daerah. I:
b.Penghapusan :
1.uang, surat berharga, dan/atau barang milik dacrah
vang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya;
2.uang dan/atau barang bukan milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
4 |Atas dasar pertimbangan tersebut, PPKD : Laporan Hasil 14 Hari  |SK Pembebasan Atas
a.Menetapkan keputusan pembebasan atas Kerugian SK Pembebasan Pemeriksaan dan Kerugian Daerah
Daerah, dan Persetujuan Dokumen
b.Mengusulkan penghapusan : Penghap -]I , Pendukung/Bukti-
1.uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah uang, surat bukti, Pertimbangan
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan ber y Majelis
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, dan/atau barang
2.uang dan/atau barang bukan milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
\




Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi
kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender
diberikan surat peringatan kedua

[]

pertama dan Laporan
dari Bendahara
Penerimaan

Pelaksana Mutu Balku
Ke Majelis bersama | TPKD bersama e Y“? . :tm“
No. Kegilatan Pln pati ngan engan Merugikan Keteranga
ela SKPKD ;uH{D] '.::.M = ‘l . Pengampu/Yang Bendabara Kelengkapan Waktu Output i
(PPKD) Majelis TPKD Memperoleh Penerimaan
! Hak/Ahli Waris TGR
5 |Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan Laporan Hasil 14 Hari  |SKP2K
uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan Pemeriksaan dan
perbuatan melanggar hukum atau kelalainn Pegawai BKP2K Dokumen
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Pendukung/Bukti-
Lainnya, maka PPKD menindaklanjuti putusan Majelis D bukti, Pertimbangan
dengan menetapkan keputusan pembebanan atas Majelis
Kerugian Daerah melalii SKP2K
6 |SKP2K sebagai dasar pembebanan kerugian daerah dan SKP2K dan Surat Tanda 7 Hari  |Tanda Terima Setoran
sebagai dasar pembayaran TGR bagi Pihak Yang ‘I-] | Setoran TGR
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris
7 |Apabila Kerugian Daerah sudah Lunas maka Bendahara E-l Laporan Rekapitulasi 7 Hari  |BA Rekonsiliasi Setoran
Penerimaan TGR melaporkan kepada PPKD atau Kepala = E—-| setoran TGR Lunas TGR
SKPKD bahwa Kerugian Daerah telah Lunas
8 |Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Setoran BA Rekonsiliasi Setoran 7 Hari  [Surat Keterangan Lunas
Lunas TGR dengan BJB, PPKD atau Kepala SKPKD t Selesal ) Lunas TGR Kerugian Daerah
menerbitkan surat keterangan lunas Kerugian Daerah
kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris vang telah melakukan
penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah
dan jangka waktu tercantum dalam SKP2K
b Penyelesalan Kerugian Daerah melalul Majelis mengenail Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM
Pelaksana Mutu Baku
Pihak Yang
. s Kepala | . | MAeleberssmt | aorugikan/ | BJB/ Kasds atwu | PUPN Melalui "
SKPKD (PPKD) Sekr iat Mml?ang Bendahara KPENL Kelengkapan Waktu Output
(PPKD) Majelis Memperoleh Penerimaan TGR Purwakarta
Hak/Ahli Waris
1 |Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Laporan dari Bendahara 7 Hari  |Surat peringatan pertamal Berlaku juga untuk penyelesaian kerugian daerah
Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas ( Muiai ¥ i I Penerimaan sebagai yvang telah dikeluarkan SKP2KS
waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam Bahan surat peringatan
SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD
memberikan surat peringatan pertama
2 |Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Surat peringatan 7 Hari |Surat peringatan kedua |Berlaku juga untuk penyelesaian kerugian daerah

vang telah dikeluarkan SKP2KS




Folakd Mutu Baku
Ke, Majelis bersama | TPKD bersama M me guld :
No. Kegiatan pala pati engan erugikan, atau eterangan
SKPKD ;‘:“m '.m - B:l int Pengampu/Yang Bendahara Kelengkapan Waktu Output s
(PPKD) lis TPKD Memperoleh Penerimaan
J Hak/Ahli Waris TGR
3 |Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Surat peringatan kedua 7 Hari  |Surat Teguran Tertulis Proses penerbitan SKP2K Wanprestasi atas
Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi dan Laporan dari dan Pertimbangan penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikelarkan
kewajibannya sampai dengan 7 (tujub) hari kalender Bendahara Penerimaan Penerbitan SKP2K SKTJM berlaku juga atas penyelesaian Kerugian
diberikan surat teguran tertulis, dan menjadi dasar Wanprestasi Daerah yang telah dikeluarkan SKP2KS atau SKP2K,
pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K [—_I 1 Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas
Wanprestasi melalui sidang Majelis I* 1 I waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam
SKP2KS atau SKP2K belum memenuhi kewajibannya.
4 | Bupati menerbitkan SKP2K Wanprestasi dan Surat Teguran Tertulis 3 Hari |SKP2K Wanprestasi
menyampaikan kepada Pibak Yang E’:] | Ir I | dan Pertimbangan
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Penerbitan SKP2K
Waris. Wanprestasi
5 |Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah SKP2K Wanprestasi 30 Hari |Dokumen persyaratan
kepada instansi yang menangani pengurusan piutang O s I KPKNL | penyerahan penanganan
daerah atau KPKNL Purwakarta berdasarkan SKP2K ] kerugian daerah ke
yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah KPKNL Purwakarta
yang dinyatakan wanprestasi atau dengan kategori
macet, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K
Wanprestasi diterbitkan
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis mengenal Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2ZKS
Pelaksana Mutu Baku
Pibak Yang
Majelis bersama Merugikan/
No. Kepala BJB/ Kasda atau
e skpkp | Bupet! Aatyma Pongaapl/ Bendahara BPK Kelengkapan Walktu Output otk
gewns | TR | Peleereaa WRRg Penerimaan TGR
Majelis Memperoleh
Hak/Ahli Waris
1 |Dalam hal terdapat laporan keberatan dari Pihak Yang Laporan keberatan dari 7 Hari  |Hasil Sidang Majelis
Merugikan/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli (o )*'—‘I l“_°! I Pihak Yang
Waris atas penerbitan SKP2KS, PPKD mengajukan Merugikan/Pengampu
permohonan keberatan ke dalam Sidang Majelis /Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris atas
penerbitan SKP2KS,




Pelak: Mutu Baku
Majelis bersama | TPKD bersama m:‘::“"
No. Keglatan Bupati dengan dengan Pe /Yang Banid Kel Waktu . Keterangan
(PPKD) Bekretariat Sekretariat el - i 0 i
Majelis TPKD Penerimaan
Hak/Ahli Waris TGR
2 |Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, Hasil Sidang Majelis 7 Hari  |Pertimbangan Majelis
keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang menerima seluruhnya kepada PPKD
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS atas keberatan dari
diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan Pihak Yang
kepada PPKD untuk melakukan: Merugikan/Pengampu
a. Pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan /Yang Memperoleh
b. Penghapusan: Hak/Ahli Waris atas
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah _I—-‘|._ penerbitan SKP2KS
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya;
damatau
2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
3 |Atas dasar pertimbangan tersebut, PPKD: Pertimbangan Majelis 14 Hari |Keputusan pembebasan [Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah dan
a. menetapkan Keputusan pembebasan atas Kerugian kepada PPKD dan atas Kerugian Daerah Usulan Penghapusan uang, surat berharga, dan/atau
Daerah; dan —=|I | Bahan penetapan dan Usulan Penghapusan|barang disampaikan kepada:
b. mengusulkan penghapusan; Keputusan Pembebasan uang, surat berharga, a.Badan Pemeriksa Keuangan.
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah Kerugian Daerah dan dan/atau barang b.Majelis;
vang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan D ‘Jl | Keputusan . Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; Penghapusan uang, d.Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
dan/atau surat berharga, Memperoleh Hak/Ahli Waris.
2, uang dan/atau barang bukan milik daerah yang dan/atau barang Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang ditetapkan.
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Usulan penghapusan barang milik dacrah
disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang
Milik Daerah.
Usulan penghapusan uang dan/atau barang bukan
milik daerah disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada
instansi vertikal yang menangani uang dan/atau
barang bukan milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
4 |Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, Pertimbangan Majelis 14 Hari |SKP2K SKP2K disampaikan kepada:
keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang kepada PPKD a.Badan Pemeriksa Keuangan.
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS =|I | b.Majelis;

diterima sebagian, Majelis memberikan pertimbangan
kepada PPKD untuk mengurangi jumlah pembebanan
kerugian Daerah, selanjutnya PPKD menindaklanjuti
putusan Majelis dengan menetapkan keputusan
pembebanan atas Kerugian Daerah melalui SKP2K
dengan jumlah pembebanan kerugian daerah sesuai
keputusan Majelis

¢. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahdan

d.Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Dokumen SKP2K disampaikan paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak ditetapkan




_Pelaksana Mutu Baku
: Majelis bersama | TPKD bersama ErRal T ang BIR] ¥
No. Kegiatan ; w : dengan ~ dengan Merugllan/ akas Keterangan
SKPED Hekratarist Bokeatartat Pengampu/Yang Bendahara Kelengkapan Waktu Output
(PPKD) Majelis TPED Memperoleh Penerimaan :
: : Hak/Ahli Waris .~ TGR . .
5 |Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, Pertimbangan Majelis 14 Hari |SKP2K SKP2K disampaikan kepada:
keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang kepada PPKD a.Badan Pemeriksa Keuangan.
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS b.Majelis;
ditolak seluruhnya, maka PPKD menindaklanjuti c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahdan
putusan Majelis dengan menetapkan keputusan I | d.Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
pembebanan atas Kerugian Daerah melalui SKP2K Memperoleh Hak/Ahli Waris.
Dokumen SKP2K disampaikan paling lama 3 (tiga) hari
[j D kerja sejak ditetapkan
6 |SKP2K sebagai dasar pembebanan kerugian daerah dan _[j SKP2K dan Surat Tanda 7 Hari  |Tanda Terima Setoran
sebagai dasar pembayaran TGR bagi Pihak Yang L Setoran TGR
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris
7  |Apabila Kerugian Daerah sudah Lunas maka Bendahara E—| Laporan Rekapitulasi 7 Hari  [BA Rekonsiliasi Setoran
Penerimaan TGR melaporkan kepada PPKD atau Kepala e setoran TGR Lunas TGR
SKPKD bahwa Kerugian Daerah telah Lunas
8 |Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Setoran BA Rekonsiliasi Setoran 7 Hari  [Surat Keterangan Lunas

Lunas TGR dengan BJB, PPKD atau Kepala SKPKD
menerbitkan surat keterangan lunas Kerugian Daerah
kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan
penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah
dan jangka waktu tercantum dalam SKP2K

—{ Selesal I

Lunas TGR

Kerugian Daerah




LAMPIRAN VIII :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH BAGI PENYEDIA

Pelaksana Mutu Baku
Pihak Yang Asosiasi yang
No. Keglatan Kepala | g pati Mesuglkan/ Penyedia | BT/ Ktsda atan Menaungl Keterangan
SKPKD BPK Inspektorat Bendahara Kelengkapan Waktu Output
{PPKD) {PPKD} Baramg/ Jasa, Povart TGR Penyedia

PA/KPA, PPK Barang/Jasa

1 |Ditemukan Indikasi Kerugian Daerah yang Laporan Hasil 7 Hari |Laporan !.lasil
dilakukan oleh Penyedia baik berdasarkan temuan "( Mual ) Pemeriksaan Pemeriksaan
pemeriksaan oleh Inspektorat maupun oleh Badan D.—

Pemeriksa Keuangan

|

|

' 2 |Dalam upaya penggantian Kerugian Daerah Laporan Hasil 7 Hari  |Laporan Hasil
’ dilaksanakan pada saat masa berakhirnya Jaminan Pemeriksaan Pemeriksaan
Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai G—_E
kontrak yang kemudian dialihkan ke Jaminan

' Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, batas waktu

| Jaminan Ganti Kerugian Daerah berlaku sampai
dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pengawas Keuangan setelah pemeriksaan
Laporan Keuangan tahun sebelumnya atau
maksimal sampai dengan tanggal 31 Mei tahun
berikutnya. Jaminan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah yaitu Surat Kuasa Tagihan Ganti Rugi
(Pemblokiran Rekening Perusahaan) yang di tanda
tangani oleh Penyedia, PA/KPA, PPK dan Pihak
Bank BJB Cabang Karawang

3 |Pengajuan pembukaan blokir berdasarkan Pemberitahuan dari 7 Hari |Pemberitahuan dari
pemberitahuan dari Inspektorat Kabupaten | }. | ,__]I Inspektorat Inspektorat, pengajuan
Karawang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pembukaan blokir
serta Assosiasi (terlampir nama perusahaan dan
kegiatan/ paket vang dimaksud).

4 |Bagi penyedia yang memiliki kewajiban Tuntutan Pemberitahuan dari 7 Hari [Pemberitahuan dari
Ganti Kerugian Daerah melebihi dari 5% (lima Inspektorat Inspektorat, pengajuan
persen) dari nilai kontrak maka Asosiasi yang — —Q pembukaan blokir
menaungi penyedia tersebut wajib membantu | } 1 I l |

menyelesaikan penggantian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah

5 |Bagi Penyedia yang tidak ditemukan penggantian Pemberitahuan dari 14 Hari |Pencairan Jaminan
Kerugian Daerah maka Jaminan Kerugian Daerah e | Inspektorat bahwa Kerugian Daerah
dicairkan paling lambat 14 fempat belas) hari kerja | ! i D Penyedia tidak
setelah surat perintah pencairan dari PA/KPA/PPK ditemukan penggantian
yang diberi kuasa oleh Penyedia, untuk kerugian daerah, Surat
pembayaran Tuntutan Kerugian Daerah ke Perintah pencairan dari
Rekening Kas Umum Daerah PA/KPA/PPK yang diberi

kuasa oleh Penyedia.




Pelaksana Mutu Baku
: : Plhak Y i Asosiasi
No. Keglatan m Bupati _ Merngikan/ ;::mu TR/ Hupds wtw mm_:ﬁ‘ Keterangan
: BPFK Inspektorat B Bendahara fi Kelengkapan Waktu Output
wrkp) | FPED) : | Bawgidoms, | | Ton | DY
; : PA/KPA, PPK Barang/Jasa
6 |Berdasarkan Bukti pencairan Jaminan Kerugian Pencairan Jaminan 14 Hari |Surat Keterangan Surat Keterangan Lunas Kerugian Daerah dikirim

Daerah, dan bukti pembayaran kerugian daerah, Q Kerugian Daerah dan Lunas Kerugian Daerah|kepada BPK, Bupati dan Tembusan kepada
PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan surat f ] Bukti pembayaran Inspektorat dan Pihak yang Merugian/ Penyedia
keterangan lunas Kerugian Daerah kepada Pihak I_ (S kerugian daerah (Apabila masih ada), dan Pihak -pihak lain yang
Yang Merugikan/Penyedia sesuai dengan jumlah > membutubkan
Kerugian Daerah dalam LHP BPK




LAMPIRAN IX :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH
a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K
(KOP SEKRETARIS DAERAH /SKPKD)
Nomor D e 2)
Sifat : Penting

Lampiran : ........ce.eeeee. 3)
Hal :  Surat Tagihan

Kepada

.................

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i

memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp............... 6)
(corenen dengan huruf....... ), yang sudah dibayarkan sebesar Rp...................

................. 7 (........dengan huruf........), sehingga sisa kewajiban yang masih
harus saudara penuhi sebesar Rp................. 8 (reeenenen dengan huruf........ )

sebagai lampiran Surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan
melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten

Karawang melalui ................. 100 paling lambat tanggal .......... 1) sebesar
Rp.oooeiniiin 12) (o....ne. dengan huruf........ ) sesuai dengan SKTJM/SKP2K
Nomor....... 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima
kasih.

SEKRETARIS DAERAH/
KEPALA SKPKD....14)

Tembusan disampaikan kepada:
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Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.

2) Diisi dengan nomor surat.

3) Diisi dengan jumlah lampiran.

4) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris.

5) Diisi dengan alamat lengkap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris.

6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.

7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.

8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.

9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.

10) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara
penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke
bank lengkapi nomor rekening).

11) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.

12) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.

13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.

14) Diisi dengan nama Sekretaris Daerah atau SKPD dimana yang menjalankan
fungsi SKPKD.

15) Diisi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah
kewenangan kementerian keuangan di daerah, dan majelis (apabila
berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD
dimana yang bersangkutan ditempatkan.

Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara (SKP2KS)

(KOP SEKRETARIS DAERAH /SKPKD)

Nomor D e, 2)
Sifat : Penting
Lampiran : ...c.ccceeeennen. 3)
Hal : Surat Tagihan

Kepada

sertakan sebagai lampiran Surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Karawang melalui ......... 8 sebesar
Rp.ioooeinnnns 9 (....... dengan huruf....... ) sesuai dengan SKP2KS Nomor...”7) paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.
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Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian Saudara/i kami
ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH/
KEPALA SKPKD....14)

Tembusan disampaikan kepada :

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.

2) Diisi dengan nomor surat.

3) Diisi dengan jumlah lampiran.

4) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris.

S) Diisi dengan alamat lengkap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris.

6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.

7) Diisi dengan nomor SKP2KS.

8) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara
penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).

9) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.

10) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.

11) Diisi dengan nama Sekretaris Daerah atau SKPD dimana yang menjalankan
fungsi SKPKD.

12) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana
yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.




Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

LAMPIRAN X :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SKP2K WANPRESTASI

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR ....coovvviiiiniiinnnen. 1)
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/IL....ccovviiiininne. 2)
- D ;
b. Dst
S P ;
PP OT RPN ;
S ;
4. Dst
MEMUTUSKAN :
: Membebani Saudara/i .......cccocevivinenn.n. 2) atas kerugian
daerah yang disebabkan.....................c..oll 3) sebesar Rp
....................... Y (ceveeevenenene...dengan huruf...........).

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut

daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana Diktum
KESATU:

b

: Menyerahkan hak penagihan kepada kantor pelayanan

kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan
kementerian keuangan di daerah, paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...... 6)
Pada tanggal ..............

BUPATI KARAWANG
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Petunjuk Pengisian:

1)
2)

3)

4)

o)

6)
7)

Diisi dengan nomor keputusan.
Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai
Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain.

Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya
kerugian daerah.

Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan
sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima
Pemerintah Daerah Provinsi).

Diisi dengan daftar barang milik Pihak yang Merugikan yang dapat dijadikan
jaminan pengembalian kerugian daerah.

Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.

Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah
kewenangan kementerian keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD,
SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan
ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN XI :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN ATAS KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR......ccvvvviiiiniinennen. )
TENTANG
PEMBEBASAN ATAS KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I......... 2)
Menimbang : a...c.ccceeviiiiiiiniiann.. ;
Do ;
c. Dst
Mengingat Dl ;
2 ;
3 ;
4. Dst
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang
milik daerah sebesar Rp ........... 3 (....dengan huruf....) yang
menjadi tanggung jawab Saudara/i........ 2) di lingkungan
............................ 4).

KEDUA : Saudara/i sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai  sehingga tidak dapat = dimintakan
pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.
KETIGA : Membebaskan Saudara/i ........ 2) dari kewajiban untuk
mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana
tercantum dalam Diktum KESATU.
KEEMPAT PP 5)-

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Petunjuk Pengisian:

1)
2)

3)

4)

o)

6)
7)

Diisi dengan nomor keputusan.
Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai
Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain.

Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya
kerugian daerah.

Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan
sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima
Pemerintah Daerah Provinsi).

Diisi dengan daftar barang milik Pihak yang Merugikan yang dapat dijadikan
jaminan pengembalian kerugian daerah.

Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.

Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah
kewenangan kementerian keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD,
SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan
ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN XII :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP SKPKD)

SURAT KETERANGAN

LUNAS
NOMOT .o 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala ........................ 2) dengan ini
menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama PRSP PRPPUP 3)

NIP PP PP PP

Pan g at & e

B0 =1 o T- 1 = o KPP PPN

AlAINAt 1 e
Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor .............. 4)
Dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp ......... 5 dari kewajiban
berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor ...... 4 sebesar Rp............ 6)

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen
kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita
jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor ...... 4)
dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian No. Bukti Lokasi Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

S
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.
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Petunjuk Pengisian:

1)
2)
3)

4)
S)
6)
7)
8)

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

Diisi dengan identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris.

Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS /SKP2K.

Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.

Diisi dengan jumlah kerugian daerah.

Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.

Diisi dengan Bupati, BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di
bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, SKPD yang
membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan
ditempatkan, yang bersangkutan.




LAMPIRAN XIII :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 3§ TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN
ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Bupati Karawang

Di Karawang
Dengan Hormat,

Saya bertandatangan dibawah ini :
Nama
NIP' f ccomrammommnsemmmwansenvsms s s om0 i i i A R R
o= F o V-4 - | A SO
Jabatan
Alamat

..................................................................................................

..................................................................................................

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan
bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana
tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor ....... 2) lebih besar dari yang
seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan
kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:
1. SKP2KS/SKP2K.

2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas
perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan identitas Pihak yang Merugikan.

2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.

3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.




LAMPIRAN XIV :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 3§ TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Karawang

TaBE o immmmsun 11)
No. | Nama/ | Unit No. Uraian |Jumlah | Jumlah | Sisa Jenis dan/Ket.
Jabatan |Kerja | SKTJM | Kasus/ |[Kerugian|Pembaya [Kerug Jumlah
/SKP2KS | Tahun | Daerah [ran/Angs| ian | Barang
/ SKP2K |Kejadian| (Rp) [|uran s/d Jaminan
Bulan
...... (Rp)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
................ SR AR
KEPALA ..cc.ooinss 13)
" S—— nama.............. )

Petunjuk Pengisian:
Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan dan jabatan yang mengakibatkan
kerugian daerah.
Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
Diisi Nomor/Tanggal SKTJM/SKP2KS /SKP2K.
Diisi uraian kasus/tahun kejadian.

Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
Diisi dengan jumlah sisa kerugian.
Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.

1.
2.

S0ENO U S W

11. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
12. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
13.Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

0.Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, misalnya: lunas, tunai, atau melalui
penjualan barang.




LAMPIRAN XV :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 3§ TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT PPDTO

(KOP SKPKD)

Nomor

Sifat

Lampiran :

Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
di

Karawang

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada
PUNN/DJKN atas nama................. dengan nomor/kode registrasi (jika ada)......
tahun (tercataf).......... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

2. Telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa
(sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara
maksimal sebagimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban
sebesar Rp.......... , dengan rincian.......... (pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak
didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai
ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami
nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap Piutang Daerah tersebut dapat
ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Atas
perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

......................................................

Tembusan :
1. Yth. Bupati Karawang;
2. Arsip.




LAMPIRAN XVTI :

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYESUAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG BERUPA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA
KEPADA PUPN

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG DAERAH
YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BEERSYARAT /MUTLAK

Pemerintah Daerah:.....conee R
Identitas Tanggal | Tanggal | Nilai Pastang | Pembayaran Saldo FP'D‘I'Elll Pengurangan,’ Sisa
Moo |Penarggung| Alsmat |Terjadinygz | Pastang | Mata | )  Inskmnsi | Pembayaran Setelah et
Vtang Putang | Macet | Usng Nilai |Tanggal| Nilai | Utzng | Nomaor| Tanggal Pengsiols POTO Litang
LEVN - £ (4] (s) [ 08 [ (M [ 8y | s) | (100 | qu1) [ (12) | (13) [14) f15) H1
| |
—f— e g e ——--:— x e g |
Mats | A
1 Nama Alamat | Tanggal | Tanggal Varg Fmih_TlnapllAnuhl.ﬁmh [h:f:] Tamggal Angha I.ﬂmh
| |
I

1 Hama | | |

— b [ - — - — L — |.

Pejabat Pengelola Keuvangan Daesrah

(nama pejabat, ttd, dan cap basah)



Keterangan:

Nomeor wrut.

Alamat Penanggung Utang.

Nama dan alamat Penanggung Utang,

Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).

Tanggal piutang dinyatakan sebagas piutang macet

Sebutkan jenis mata uang,

Tuliskan nominel jumleh Utang.

Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakbir

pembayaran.

9. Tubskan jumlah seluruh pembayaran (jka ada).

10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurang jumiah pembayaran pada kolom 8.

11.1sl dengan nomor surat PPDTO.

12. I dengan tanggal PPDTO.

13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah.

14, Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).

15. Isi misa kewnpiban setelah pembayaran setelah PPDTO.

16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan
keberadaannya.
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LAMPIRAN XVII :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG
DAERAH BERUPA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH YANG TIDAK DAPAT

DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KEPUTUSAN BUPATI

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA PADA.......... (SKPD......... )2)...ATAS NAMA.... (PENANGGUNG

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

UTANG)3)
BUPATI KARAWANG

a. bahwa Berdasarkan ketentuan............coooeviiiiiiiiiiiiiiiiinnn, ;

b. bahwa.... (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan
Bersyarat) 4 dalam surat Nomor......... tanggal.......... telah
mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah
pada...... (SKPD) 2 Atas Nama... (Penanggung Utang) 3 dengan

c.bahwa piutang daerah pada...... (SKPD) 2 Atas Nama...
(Penanggung Utang) 3 telah diurus secara optimal oleh
Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan
Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam
surat Nomor.....tanggal....... 5) telah memberikan rekomendasi
untuk menghapuskan secara bersyarat piutang piutang
daerah tersebut pada huruf c;

e. bahwa usulan Penghapusan Secara Bersyarat Atas Piutang
Daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi
ketentuan................. ;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e perlu
menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang.........

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG TENTANG PENGHAPUSAN

SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA PADA.......... (SKPD......... )2...ATAS NAMA....
(PENANGGUNG UTANG)3



KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah
pada...... (SKPD) 2/ Atas Nama... (Penanggung Utang) 3 dengan
nilai....... , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati Karawang ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak
tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung
Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara
Mutlak Piutang Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati Karawang ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

..............................

..............................

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nomor keputusan.

2) Diisi dengan nama SKPD Pengelola Keuangan Daerah.

3) Diisi dengan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu
agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominative
nomor urut pertama dengan tambahan dkk, dan dilengkapi jumlah
Penanggung Utang, missal Atas Nama Mr.X dkk sebanyak..... .

4) Diisi dengan nama pejabat yang mengusulkan penghapusan.

5) Diisi Nomor dan tanggal surat dari BPK-RI.

6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.

7) Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah
kewenangan kementerian keuangan di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi
SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang
bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

Catatan: Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat

persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.




LAMPIRAN XVIII :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT PENETAPAN PENGHAPUSAN PSBDT

KEPUTUSAN BUPATI

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA PADA.......... (SKPD......... )2...ATAS NAMA.... (PENANGGUNG

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

UTANG)3)

BUPATI KARAWANG,

: a..bahwa Berdasarkan ketentuan............cccoooviiiiiiiiiiiiiiiinn, ;

b. bahwa.... (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Mutlak
4 dalam surat Nomor......... tanggal.......... telah mengusulkan
penghapusan secara bersyarat piutang daerah
pada...... (SKPD) 2) Atas Nama... (Penanggung Utang) 3) dengan

c. c.bahwa piutang daerah pada...... (SKPD) 2 Atas Nama...
(Penanggung Utang) 3 telah diurus secara optimal oleh
Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan
Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

d. bahwa terhadap Piutang Daerah yang diusulkan peghapusan
mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan
Penghapusan Bersayarat sesuai Surat Nomor......

e. bahwa usulan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang
Daerah  tersebut pada huruf b telah memenuhi
ketentuan................. ;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e perlu
menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang.........

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG TENTANG PENGHAPUSAN

SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA PADA.......... (SKPD......... )2...ATAS NAMA....
(PENANGGUNG UTANG)?3)



KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah
pada...... (SKPD) 2 Atas Nama... (Penanggung Utang) 3 dengan
nilad.. , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati Karawang ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU menghapuskan hak tagih
Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati Karawang ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nomor keputusan.

2) Diisi dengan nama SKPD Pengelola Keuangan Daerah.

3) Diisi dengan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu
agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominative
nomor urut pertama dengan tambahan dkk, dan dilengkapi jumlah
Penanggung Utang, missal Atas Nama Mr.X dkk sebanyak..... ;

4) Diisi dengan nama pejabat yang mengusulkan penghapusan.

5) Diisi Nomor dan tanggal surat keputusan penghapusan piutang daerah secara
bersyarat.

6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.

7) Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah
kewenangan kementerian keuangan di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi
SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang
bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

Catatan: Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat
persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.




LAMPIRAN XIX :

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG BERUPA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH YANG DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

* Daftar Nominatif Piutang Negara ...(Penyerah Piutang)...!
Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak ¥)

Identitas Tanggal Tanggal Jatuh Diserahkan ke PUPN onm Rekiomiendail Saldo
No | Penanggung | Terjadinya | Tempo/Dinyatakan KPKNL BPK**) Huta Keterangan
Hutang Piutang Macet Nomor Tanggal Nomor Tanggal .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Nama...3 Tanggal...s Tanggal..6 Nomor...” ‘l‘anggal...8 KPKNL...2 | Nomor...10 Tamggal...11 .12 Rp...13 tﬁ:ﬁﬁﬁ?ﬂ dan
Alamat,..4 Penanggung
Utang, keberadaan
dan kondisi
barang jaminan,
dan/atau
keterangan lain
yang terkait)... 14

........................

------------------------

*) coret salah satu
**) apabila ada




Petunjuk Pengisian:

Nama Kementerian/Lembaga;

Nomor urut;

Nama Penanggung Utang;

Alamat Penanggung Utang;

Tanggal terjadinya Piutang,

Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang;
Nomor surat Penyerah Piutang saat diserahkan ke KPKNL/PUPN;
Tanggal diserahkan ke KPKNL/PUPN;

KPKNL yang menerima berkas Piutang Negara;

10. Nomor PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN;

11. Tanggal PSBDT saat diterbitkan oleh PUPN

12. Nomor surat rekomendasi dari BPK, apabila ada;

13. Saldo utang pada saat diterbitkan PSBDT, tidak termasuk biad PPN;
14. Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak;
15. Nama kota tempat penandatanganan Daftar Nominatif;

16. Tanggal penandatanganan Daftar Nominatif;

17. Jabatan Penandatangan;

18. Nama Pejabat yang menandatangi.
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